PEDOMAN PENGHAPUSAN APABILA ADA KEBERATAN DARI SETIAP ORANG
ATAU KORPORASI YANG PENCANTUMANNYA BERSUMBER DARI PBB

Orang atau Korporasi
yang tercantum
dalam DTTOT
(Pemohon)
mengajukan
keberatan terhadap
pencantuman
identitasnya dalam
DTTOT ke PN Jakarta
Pusat dan diterima
oleh PN Jakarta Pusat.

POLRI mengeluarkan
identitas orang atau
korporasi dari DTTOT
berdasarkan
penetapan PN Jakarta
Pusat

PN Jakarta Pusat
menyampaikan
permohonan
keberatan yang
diajukan oleh
Pemohon terhadap
pencantuman
identitasnya dalam
DTTOT ke POLRI
(Termohon)

PN Jakarta Pusat
mengeluarkan
penetapan permohonan
keberatan terhadap
pencantuman identitas
orang atau korporasi
yang tercantum dalam
DTTOT

Dalam hal keberatan
yang diajukan
menyangkut identitas
orang atau korporasi
yang bersumber dari
PBB, POLRI meminta
informasi kepada
Kemlu

Kemlu menyampaikan
hasil koordinasi dengan
UN Security Committee
atau UN Office of the
Ombudsperson
mengenai permohonan
penghapusan identitas
orang atau korporasi
dari DTTOT

POLRI menyampaikan
informasi kepada PN
Jakarta Pusat bahwa
keberatan yang
diajukan menyangkut
daftar yang
dikeluarkan oleh PBB
sehingga
penghapusan harus
melalui prosedur yang
berlaku di PBB

PN Jakarta Pusat
memerintahkan Kemlu
untuk melakukan
koordinasi
permohonan
penghapusan identitas
Pemohon dari DTTOT ke
UN Security Committee

POLRI menyampaikan
pemberitahuan
penghapusan identitas
orang atau korporasi dari
DTTOT dan perubahan
DTTOT disertai permintaan
pembukaan Pemblokiran
secara serta merta ke LPP
untuk selanjutnya
disampaikan ke Pihak
Pelapor

Pihak Pelapor melakukan
pembukaan Pemblokiran
terhadap Dana milik orang
atau korporasi yang
dihapus dari DTTOT dan
menyampaikan berita
acara pembukaan
pemblokiran ke POLRI serta
ditembuskan ke LPP

POLRI dan LPP
menerima berita
acara pembukaan
Pemblokiran secara
serta merta terhadap
Dana milik orang atau
korporasi yang
dihapus dari DTTOT

*) Dalam hal keberatan ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
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Orang atau Korporasi yang
tercantum dalam DTTOT
(Pemohon) mengajukan
keberatan terhadap
pencantuman identitasnya
dalam DTTOT ke PN Jakarta
Pusat
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POLRI dan LPP
menerima berita
acara pembukaan
Pemblokiran secara
serta merta terhadap
Dana milik Pemohon
yang dihapus dari
DTTOT

BERSUMBER DARI PEMERINTAH
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PN Jakarta Pusat
mengeluarkan
penetapan atas
permohonan keberatan
terhadap pencantuman
identitas orang atau
Korporasi dalam DTTOT

a PN Jakarta Pusat memeriksa

permohonan keberatan
terhadap pencantuman identitas
dari orang atau Korporasi yang
tercantum dalam DTTOT

Pihak Pelapor melakukan @ LPP menyampaikan informasi

pembukaan Pemblokiran penghapusan identitas orang
terhadap Dana milik Pemohon atau Korporasi dari DTTOT disertai
dan menyampaikan berita permintaan pembukaan

acara pembukaan Pemblokiran secara serta merta
pemblokiran ke POLRI serta atas Dana milik orang atau
ditembuskan ke LPP Korporasi yang dihapus dari

DTTOT ke Pihak Pelapor
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e POLRI mengeluarkan identitas
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*) Dalam hal keberatan ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

orang atau Korporasi dari
DTTOT berdasarkan penetapan
PN Jakarta Pusat

POLRI menyampaikan
pemberitahuan penghapusan
identitas Pemohon dari DTTOT
dan perubahan DTTOT disertai
permintaan pembukaan
Pemblokiran terhadap Dana
milik Pemohon ke LPP untuk
selanjutnya disampaikan ke
Pihak Pelapor




PEDOMAN PENGHAPUSAN DIKARENAKAN ADANYA PERMOHONAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

POLRI menerima putusan
pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap
yang menyatakan bahwa
identitas orang atau korporasi
yang tercantum dalam DTTOT
bebas dari segala tuntutan
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ePolri menyampaikan

usulan penghapusan
identitas orang atau
korporasi dari DTTOT

e Satgas DTTOT

BNPT BIN, PPATK
memberikan rekomendasi

mengumpulkan data dan
informasi untuk

mengidentifikasi orang atau

ke POLRI untuk selanjutnya
POLRI menyampaikan

permohonan penetapan
penghapusan identitas
orang atau korporasi dari
DTTOT ke PN Jakarta Pusat

pidana yang terkait dengan
terorisme atau tidak terdapat
alasan bagi POLRI untuk
mempertahankan identitas
tersebut dalam DTTOT

ke Satgas DTTOT korporasi serta melakukan
pembahasan usulan
penghapusan identitas

Subjek dari DTTOT
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Pihak Pelapor melakukan pemberitahuan

pembukaan Pemblokiran penghapusan identitas orang
terhadap Dana milik atau korporasi dari DTTOT dan
orang atau korporasi perubahan DTTOT disertai
yang dihapus dari DTTOT permintaan pembukaan

dan menyampaikan Pemblokiran terhadap dana
berita acara pembukaan milik orang atau korporasi
pemblokiran ke POLRI yang dihapus dari DTTOT ke
serta ditembuskan ke LPP LPP untuk selanjutnya
disampaikan ke Pihak Pelapor

@POLRI mengeluarkan e
identitas orang atau

korporasi dari DTTOT

berdasarkan penetapan

PN Jakarta Pusat

e POLRI dan LPP

menerima berita
acara pembukaan
Pemblokiran secara
serta merta terhadap
Dana milik orang atau
korporasi yang
dihapus dari DTTOT

PN Jakarta Pusat
memeriksa
permohonan dan
mengeluarkan
penetapan
penghapusan
identitas orang atau
korporasi dari DTTOT

*) Dalam hal keberatan ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



POLRI menyampaikan usulan
penghapusan identitas orang
atau korporasi dari DTTOT ke
Satgas DTTOT dikarenakan
alasan demi hukum untuk
dilakukan pembahasan oleh
Satgas DTTOT

POLRI dan LPP
menerima berita
acara pembukaan
Pemblokiran secara
serta merta terhadap
Dana milik orang atau
korporasi yang
dihapus dari DTTOT

PEDOMAN PENGHAPUSAN DIKARENAKAN

ALASAN DEMI HUKUM

Satgas DTTOT
mengumpulkan data
dan informasi untuk

untuk mengidentifikasi

orang atau korporasi

yang diusulkan dihapus

dari DTTOT

Pihak Pelapor melakukan
pembukaan Pemblokiran
terhadap Dana milik
orang atau korporasi
yang dihapus dari DTTOT
dan menyampaikan
berita acara pembukaan
pemblokiran ke POLRI
serta ditembuskan ke LPP

BNPT, BIN, PPATK
memberikan rekomendasi
ke POLRI, untuk selanjutnya
POLRI menyampaikan
permohonan penetapan
penghapusan identitas
orang atau korporasi dari
DTTOT ke PN Jakarta Pusat

POLRI menyampaikan
pemberitahuan penghapusan
identitas orang atau korporasi
dari DTTOT dan perubahan
DTTOT disertai permintaan
pembukaan pemblokiran
secara serta merta ke LPP,
untuk selanjutnya
disampaikan ke Pihak Pelapor

*) Dalam hal keberatan ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PN Jakarta Pusat
memeriksa permohonan
dan mengeluarkan
penetapan penghapusan
identitas orang atau
korporasi dari DTTOT

POLRI mengeluarkan
identitas orang atau
korporasi dari DTTOT
berdasarkan penetapan
PN Jakarta Pusat




